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BAB II   … 

11. Tenaga Alih Daya adalah tenaga kerja yang melaksanakan 

pelimpahan pekerjaan yang bukan merupakan tugas 

utama Perangkat Daerah dan/atau ASN namun 

merupakan kegiatan penunjang dan bertujuan untuk 

meningkatkan hasil kerja pada kegiatan penunjang 

dimaksud. 

12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan 

bermotor (selain roda dua) di Jalan yang telah memiliki 

Surat izin Mengemudi. 

13. Jasa Satuan Pengamanan adalah satuan atau kelompok 

petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk 

melaksanakan pengamanan dalam rangka 

menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungari 

kerjanya. 

14. Pramusaji adalah orang yang bertugas atau bekerja di 

bidang penyajian makanan dan minuman. 

15. Pramubakti adalah tenaga non-ASN yang bekerja di 

instansi pemerintah untuk membantu pelaksanaan 

tugas-tugas kedinasan yang bersifat penunjang 

administrasi. 

16. Tenaga Kebersihan adalah satuan atau kelompok petugas 

yang bekerja di bidang kebersihan baik didalam atau luar 

gedung termasuk juga bekerja membersihkan drainase, 

jalan, kolam, lapangan dan pekerjaan kebersihan lainnya. 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah 

sebagai acuan penyediaan jasa Tenaga Alih Daya guna 

membantu pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah: 

a. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan 

b. terwujudnya tertib administrasi dalam penataan 

penggunaan Tenaga Alih Daya yang terukur, wajar dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 
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(2) Tenaga   … 

BAB II 

TENAGA ALIH DAYA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

 

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Perangkat 

Daerah dapat dibantu oleh Tenaga Alih Daya. 

(2) Pemenuhan kebutuhan Tenaga Alih Daya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan 

formasi yang tidak terdapat dalam Anjab dan ABK ASN. 

(3) Pemenuhan kebutuhan jenis jasa Tenaga Alih Daya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. jasa Pengemudi; 

b. Jasa Satuan Pengamanan; 

c. jasa Pramubakti; 

d. jasa Pramusaji; dan 

e. jasa Tenaga Kebersihan. 

(4) Pelaksanaan pengadaan Tenaga Alih Daya melalui Pihak 

Penyedia Jasa. 

(5) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 

Perusahaan Alih Daya yang berbentuk badan hukum atau 

Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(6) Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) dalam mempekerjakan Tenaga Alih Daya wajib 

mentaati semua ketentuan ketenagakerjaan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Kompetensi Tenaga Alih Daya 

Pasal 4 

 

(1) Perangkat Daerah dalam pemenuhan Tenaga Alih Daya 

hanya diperkenankan menggunakan jenis jasa alih daya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). 












